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INTISARI

Dalam situasi dunia yang semakin mengglobal yang ditandai dengan batas negara
yang tidak lagi signifikan, mobilitas penduduk dunia akan semakin meningkat. Situasi yang
demikian akan menimbulkan semakin banyak jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang
masuk ke Indonesia, khususnya di Provinsi Bali yang menjadi tujuan wisata utama di
Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, WNA dimungkinkan
untuk memperoleh Hak Pakai (HP) atas tanah. HP tersebut wajib didaftarkan di Kantor
Pertanahan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanahnya
sehingga tercipta iklim investasi yang sehat. Namun, fakta menunjukkan bahwa kebijakan
itu tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Isu sentral penelitian yang akan mengkaji implementasi kebijakan pemberian HP
kepada WNA ini dirumuskan dalam tiga permasalahan. Pertama, apakah peraturan-
peraturan pelaksanaan mengenai pemberian HP kepada WNA telah memadai untuk
diimplementasikan di Provinsi Bali. Kedua, bagaimana kesiapan aparat pertanahan dalam
melaksanakan kebijakan pemberian HP kepada WNA di Provinsi Bali. Ketiga, bagaimana
perilaku WNA dalam memperoleh hak atas tanah di Provinsi Bali.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara terhadap responden dan informan yang telah ditentukan dan studi dokumen
terhadap berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini
ditentukan secara purposive sampling. Sampel dimaksud adalah Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Kantor Pertanahan
Kabupaten Badung, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar. Selanjutnya data yang
diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis secara kualitatif. Seluruh peraturan mengenai
pemberian HP kepada WNA mulai dari peraturan dasar hingga peraturan yang rendah
diinventarisir dan dicermati serta disesuaikan dengan pendapat responden dan informan.
Data mengenai kesiapan aparat dinalisis dengan berpedoman pada prosedur pelaksanaan
pemberian HP kepada WNA dan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat pertanahan serta
mengiventarisir keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat. Data mengenai
perilaku WNA dalam memperoleh hak atas tanah dianalisis dengan berpedoman pada
beberapa peraturan, diantaranya: Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt),
Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, dan
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996.

Hasil penelitian menunjukkan. Pertama, ketersediaan peraturan mengenai
pemberian HP kepada WNA secara kuantitas telah memadai, karena telah tersedia mulai
dari peraturan dasar hingga peraturan yang paling rendah. Namun, secara kualitas belum
memadai, khususnya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996
masih menyimpan beberapa pertanyaan, diantaranya adalah mengenai kriteria tentang
"keberadaan" dan "memberi manfaat bagi pembangunan nasional" serta instansi yang
berwenang memberikan keterangan telah dipenuhinya persyaratan itu; instansi yang
berwenang melakukan pengawasan terhadap pemilikan rumah yang dibatasi pada satu buah
tempat tinggal; instansi yang berwenang mengawasi apabila WNA sudah tidak lagi
memenuhi syarat dan tidak memenuhi pula kewajibannya mengalihkan haknya kepada
pihak lain. Kedua, aparat pertanahan telah menunjukkan keterikatannya terhadap peraturan
karena telah berusaha memproses permohonan HP yang diajukan oleh WNA, namun aparat
pertanahan belum menunjukkan langkah-langkah dan upaya sosialisasi agar kebijakan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Bali mempunyai potensi pariwisata yang cukup besar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Tahun 2001, Provinsi

Bali memiliki 400 tempat/sarana pariwisata yang terdiri dari kawasan pariwisata,

obyek wisata, tempat rekreasi, tempat pertunjukan, dan usaha wisata tirta (BPS

Provinsi Bali, 2001: 169). Demikian pula keindahan alam, gaya hidup, budaya,

serta upacara ritualnya yang eksotis dan fantastik telah menimbulkan kekaguman

dan keterpesonaan setiap orang yang melihatnya. Akibatnya, Provinsi Bali

dikunjungi oleh wisatawan dari seluruh penjuru dunia.

Dalam situasi dunia yangsemakinmengglobal, mobilitas penduduk akan

semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi demikian sangat

memungkinkan diantara para wisatawan ada yang memilih menetap di Bali,

sehingga akhirnya Provinsi Bali akan menjadi miniatur internasional. Menurut

data BPS Provinsi Bali, pada tahun 2001 jumlah penduduk Provinsi Bali sudah

mencapai 3.048.317 jiwa. Pada jumlah itu penduduk yang berstatus Warga

Negara Asing (selanjutnya disingkat WNA) sudah mencapai 971 jiwa (BPS

Provinsi Bali, 2001: 50) dan diperkirakan akan semakin meningkat pada masa

yang akan datang.



Pesatnya pembangunan penunjang pariwisata di Bali menunjukkan

bahwa sektor pariwisata merupakan sektor andalan bagi Provinsi ini. M.J Prayogo

mengemukakan bahwa pariwisata, baik dalam arti sempit yaitu dalam arti

perjalanan dan kunjungan ke tempat-tempat tertentu sebagai motivasinya, maupun

dalam arti luas yang mencakup segala macam motivasi itu mempunyai pengaruh

pada segi-segi kehidupan masyarakat. Pengaruh itu ada yang bisa dinyatakan

dalam angka (quantifiable) dan ada pula yang pada dasarnya sulit dinyatakan

dalam angka (non- quantifiable) (Spillane, 1995: 13).

Salahsatu pengaruh langsung yangdapatdisaksikan khususnya di bidang

pertanahan adalah kebutuhan tanah untuk pembangunan fisik yang semakin

meningkat. Provinsi Bali yang mempunyai luas wilayah sebesar 5632,86 km2

(BPS Provinsi Bali, 2001: 5) tentunya membutuhkan sarana pariwisata yang

besar pula. Sarana itu meliputi pembangunan hotel, restoran, agen perjalanan,

industri kerajinan, sarana transportasi, dan kegiatan lainnya yang semuanya

membutuhkan tanah dalam luasan yang memadai.

Bagi bangsa Indonesia, pengaruh tersebut diharapkan dapat memberikan

keuntungan, sehingga mampu mendukung tercapainya sebesar-besar

kemakmuran rakyat. Tujuan ini merupakan pondasi yang telah dituangkan dalam

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, tujuan tersebut di atas ditindaklanjuti dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

yang lebih dikenal dengan UUPA. Salah satu asas dalam UUPA adalah asas



disingkat WNI) yang diperkenankan untuk mempunyai hubungan sepenuhnya

dengan tanah. Hal ini berarti bahwa hubungan WNA dengan tanah dibatasi,

yakni hanya diberi kemungkinan untuk mempunyai Hak Pakai (selanjutnya

disingkat HP)atau Hak Sewa (Pasal 9 ayat (1)).

Asas kebangsaan di atas tidak berarti meniadakan peran WNA dalam

pembangunan Nasional. Indonesia sebagai negara berkembang masih sangat

membutuhkan investasi asing. Dalam dunia pariwisata misalnya, Spillane

mengemukakan sebagai berikut:

Karena terbatasnya modal yang dimiliki itu, maka investasi dalam segala

bentuk (transportasi, hotel, lapangan terbang, terminal dan jalan raya, fasilitas

rekreasi, dan olah raga, rumah makan dan sebagainya) dilakukan oleh investor

asing. Tentu saja itu tidak berarti bahwa kegiatan perekonomian harus jatuh ke

tangan mereka. Bila keadaan modal dalam negeri sudah dapat menggantikannya,

maka suatu keharusan dilakukan oleh modal dalam negeri (Spillane, 1985: 47)

Pernyataan itu mengingatkan betapa pentingnya investasi asing. Apalagi

di masa yang akan datang, mobilitas WNA yang masuk ke Indonesia semakin

tidak dapat dibendung. Dengan adanya kemajuan di berbagai bidang, seperti ilmu

pengetahuan, telekomunikasi, jaringan transportasi, akan membuat arus informasi

semakin mudah dan lancar mengalir antar individu dan/atau kelompok. Batas

geografis dan negara tidak lagi signifikan (Chandra, 2001: 1).

Hal ini membutuhkan adanya perangkat peraturan perundang-undangan

yang dapat menjamin kepastian hukum bagi WNA yang berinvestasi di Indonesia.



kebutuhan hukum dalam praktek. Dalam hal kepastian hak atas tanah, saat ini

telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, diantaranya adalah:

Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) No. 40 Tahun 1996 tentang Hak

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan HP, dan PP No. 41 Tahun 1996 tentang

Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang

Berkedudukan Di Indonesia. Penerbitan kedua PP itu mengandung arti positif

karena pengaturan tentang HP merupakan landasan untuk pemilikan rumah oleh

WNA (Maria S.W. Sumardjono, 2000: 140). Disadari bahwa saat ini, WNA

mempunyai peluang yang semakin terbuka untuk tinggal di Indonesia berhubung

dengan tugas/pekerjaannya. Pada tingkat Menteri/Kepala Badan Pertanahan

Nasional, telah pula diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional (selanjutnya disingkat PMNA/KBPN) No. 7 Tahun 1996 Jo.

PMNA/KBPN No. 8 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat

Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing serta PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak

Pengelolaan.

Peraturan di atas pada dasarnya merupakan salah satu kebijakan

pemerintah dalam melaksanakan amanat UUPA yang memperkenankan WNA

yang berkedudukan di Indonesia untuk memperoleh tanah dengan status HP.

Pemberian HP itu merupakan upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum

kepada WNA terutama dalam rangka menjamin tercapainya iklim investasi yang

sehat. Sebagai sebuah kebijakan, maka yang terpenting adalah implementasinya.



bahwa pelaksanaan kebijakan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan

itu sendiri (Wahab, 1997: 59). Oleh karena itu, aparat pelaksana diharapkan dapat

menerjemahkan kebijakan itu ke dalam tindakan yang nyata walaupun secara jujur

dapat dikatakan bahwa kebijakan negara apapun sebenarnya mengandung risiko

kegagalan.

Secara normatif UUPA dan peraturan tersebut di atas memang

memberikan kemungkinan diperolehnya HP oleh WNA. Namun dalam

prakteknya atau fakta di lapangan terdapat indikasi bahwa ketentuan tersebut

belum dapat diimplementasikan secara efektif. Arie S. Hutagalung mengatakan

bahwa dalam pelaksanaan kebijakan itu harus konsisten karena terkesan selama

ini peraturan yang ada tidak dapat dilaksanakan di beberapa daerah. Secara tegas

Arie S. Hutagalung dalam Suratnya No. 015/AS-A/IV/OO yang ditujukan kepada

Deputi III Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional, menyatakan bahwa

peraturan tersebut belum efektif dilaksanakan di Provinsi Bali dengan alasan

yang tidak jelas. Selain itu dilayangkan pula Surat No. 022/AS-A/X/OO kepada

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali mengenai

penolakan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas permohonan HP seorang

WNA karenabelum adanya Peraturan Daerahyang mengatur hal tersebut.

Demikian pula hasil penelitian Sanusi, menunjukkan bahwa di Kota

Batam terdapat sekitar 1.692 orang tenaga kerja WNA. Pada jumlah itu, hanya 43

orang yang membeli apartemen dan sejumlah 29 orang belum mendaftarkan

kepemilikannya pada Kantor Pertanahan. Dikatakannya bahwa WNA pada



mekanisme pemberian, perpanjangan, maupun pembaharuan hak juga tidak

disukai. Sanusi juga menyebutkan bahwa secara materiil di Kota Batam terdapat

banyak WNA yang memiliki rumah, namun secara yuridis sulit dibuktikan. Hal

ini disebabkan adanya praktek penyeludupan hukum melalui pernikahan di bawah

tangan dengan seorang WNI. Adapun kepemilikan rumah tempat tinggal dicatat

atas nama istrinya yang berstatus WNI (Sanusi, 2002: 7-11).

Menurut Maria S.W. Sumardjono, praktek penyeludupan hukum dapat

dilakukan dengan cara pemindahan hak terselubung melalui sewa dan dapat pula

dalam bentuk pemilikan hak atas tanah yang menggunakan kedok atas nama WNI

(Sumardjono, 2001: 142-143). Pada pemilikan tanah yang menggunakan nama

orang lain, biasanya ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian yang semata-

mata untuk melindungi pemilik tanah (Punia, 2001).

Kondisi di atas menunjukkan belum efektifnya pelaksanaan kebijakan

pemberian HP kepada WNA serta lemahnya penegakan hukum. Hal itu apabila

dibiarkan akan menjadi embrio bagi permasalahan pertanahan di masa yang akan

datang sertamemperburuk citra investasi Indonesia.

Untuk mengatasi hal itu, diperlukan adanya penegakan hukum yang

baik. Penegakan hukum menurut Koesnadi Hardjasomantri harus dimulai dari

pemenuhan peraturannya (Hardjasoemantri, 1992: 28). Selanjutnya, Sri Sundari

Rangkuti menyatakan bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan

kemampuan aparatur dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku

(Rangkuti, 1996: 2).



Sementara itu, Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa suatu

kebijakan dapat disebut berhasil atau tidak, setidaknya dapat dilihat dari 3 sudut

pandang, yakni: pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (the center atau pusat);

pejabat pelaksana di lapangan (periphery); dan aktor-aktor perorangan kepada

siapa program itu ditujukan, yakni kelompok sasaran (target group) (Wahab,

2002: 63).

Berdasarkan hal itu, maka menjadi penting untuk dilakukan penelitian

tentang pelaksanaan kebijakan pemberian HP kepada WNA, khususnya di

Provinsi Bali. Menurut pengetahuan penulis, sampai saat ini belum pernah ada

yang menelitinya. Penelitian yang dilakukan oleh Sanusi, sebagaimana diuraikan

di atas, mempunyai obyek penelitian yang berbeda, yakni hanya mengenai

pemilikan apartemen oleh WNA di Kota Batam. Pada penelitian ini yang menjadi

obyek penelitian adalah implementasi kebijakan pemberian HP kepada WNA.

Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemberian HP kepada WNA,

penelitian ini mengambil tiga pokok bahasan, yakni ketersediaan peraturan

mengenai (tentang dan berkaitan) pemberian HP kepada WNA, kesiapan aparat

dalam melaksanakan kebijakan itu serta perilaku masyarakat khususnya WNA

sebagai kelompok sasaran dalam memperoleh hak atas tanah. Hal ini menjadi

sangat penting mengingat ketersediaan peraturan yang memadai dan didukung

oleh aparatur yang handal dan berwibawa serta adanya kepatuhan masyarakat

terhadap kebijakan itumerupakan syarat bagi penegakan hukum yang baik.

Penulis memandang bahwaketiga hal tersebut bersifat komulatif Artinya



aparat yang handal dan berwibawa serta kepatuhan masyarakat, maka kebijakan

itu tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itulah

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN PEMBERIAN HP KEPADA WNA DI PROVINSI BALI".

1. Perumusan masa la h

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat lokasi penelitian ini

berlangsung di Provinsi Bali, penulis merumuskan permasalahan dalam tiga

pertanyaan penelitian berikutini.

a. Apakah peraturan-peraturan pelaksanaan mengenai pemberian HP kepada

WNA telah memadai untuk diimplementasikan di Provinsi Bali?

b. Bagaimana kesiapan aparat pertanahan dalam melaksanakan kebijakan

pemberian HP kepada WNA di Provinsi Bali?

c. Bagaimana perilaku WNA dalam memperoleh hak atas tanah di Provinsi

Bali?

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan:

a. sebagai bahan masukan kepada Badan Pertanahan Nasional dalam

menjalankan kebijakan pemberian HP kepada WNA (segi praktis); dan

b. sebagai sumbangan bagi kajian pertanahan, khususnya dalam hal pemberian

hak atas tanah (segi teoretis).



B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

a. ketersediaan peraturan-peraturan pelaksanaan mengenai pemberian HP

kepada WNA untuk diimplementasikan di Provinsi Bali;

b. kesiapan aparat pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pemberian HP

kepada WNA di Provinsi Bali; dan

c. perilaku WNA dalam memperoleh hak atas tanah di Provinsi Bali.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketersediaan peraturan mengenai pemberian HP kepada WNA secara

kuantitas sudah memadai, mengingat ketersediaannya saat ini mulai dari

peraturan dasar hingga peraturan yang paling rendah. Sementara itu, secara

kualitas, ketersediaan peraturan tersebut di atas belum memadai,

khususnya ketentuan pada PP No. 41 Tahun 1996 karena masih

menyimpan beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu diantaranya mengenai

kriteria tentang "keberadaan" dan "memberi manfaat bagi pembangunan

nasional" serta instansi yang berwenang memberikan keterangan telah

dipenuhinya persyaratan itu; instansi yang berwenang melakukan

pengawasan terhadap pemilikan mmah yang dibatasi pada satu buah

tempat tinggal; instansi yang berwenang mengawasi apabila WNA sudah

tidak lagi memenuhi syarat dan tidak memenuhi pula kewajibannya

mengalihkan haknya kepada pihak lain.

2. Aparat pertanahan belum memiliki kesiapan yang memadai untuk

melaksanakan kebijakan pemberian HP kepada WNA. Walaupun aparat

pertanahan sudah bempaya agar dapat memproses permohonan HP oleh

WNA sebagai bukti keterikatannya terhadap peraturan, namun aparat

pertanahan belum mampu mengambil langkah-langkah ataupun
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3. WNA belum menunjukkan kepatuhannya terhadap kebijakan pemberian

HP kepada WNA. WNA justm mencari solusi lain untuk memperoleh Hak j||
Milik atas tanah. Praktek yang dilakukan adalah dengan meminjam nama |
seorang WNI yang selanjutnya dibuat perjanjian dihadapan Notaris yang I
semata-mata untuk mengamankan kepentinga WNA itu. Praktek demikian

tidak dapat dibenarkan karena bertujuan untuk menyeludupkan hukum j
positifdi Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPA.

4. Berpijak pada uraian di atas, penulis berpendapat bahwa implementasi
kebijakan pemberian HP kepada WNA termasuk implementasi yang tidak
berhasil (unsuccesfull implementation). Hal ini mengingat telah ada upaya

aparat pertanahan untuk dapat memproses permohonan HP oleh WNA. |
Namun, terdapat kondisi eksternal yang tidak menguntungkan sehingga j
kebijakan itu tidak berhasil. Kondisi eksternal dimaksud adalah maraknya

praktek penyeludupan hukum dalam perolehan hak milik atas tanah oleh

WNA dengan meminjam nama seorang WNI. Praktek demikian masih I
dapat eksis karena pandangan secara ekonomi sepintas tampak

menguntungkan WNI walaupun sebenamya pada akhirnya WNI sangat

dimgikan.

B. Saran-Saran

1. Periu diadakan penyempumaan terhadap ketentuan PP No. 41 Tahun

1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing.

Penvemoumaan dimaksud kiranya dapat memberikan ketegasan
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a. kriteria tentang "keberadaan" dan "memberi manfaat bagi

pembangunan nasional" serta instansi yang berwenang memberikan

keterangan telah dipenuhinya persyaratan itu;

b. instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pemilikan

rumah yang dibatasi pada satu buah tempat tinggal;

c. instansi yang berwenang mengawasi apabila WNA sudah tidak lagi

memenuhi syarat dan tidak memenuhi pula kewajibannya

mengalihkan haknya kepada pihak lain.

2. Diperlukan adanya peningkatan kualitas SDM, khususnya mengenai

kemampuan mengadakan sosialisasi kebijakan pemberian HP kepada

WNA. Lembaga HP periu disosialisasi secara khusus kepada masyarakat,

khususnya kepada Kepala Desa/Lurah, Camat, PPAT/Notaris, serta unsur-

unsur asing.

3. Diperlukan adanya aturan hukum yang melarang secara tegas adanya

praktek penyeludupan hukum dalam perolehan hak atas tanah oleh WNA.

Demikian pula periu ada sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran

serta lembaga yang berwenang memantau serta memberikan sanksi atas

pelanggaran ketentuan itu. Lembaga yang berwenang melakukan

pembinaan terhadap PPAT maupun terhadap Notaris periu mengadakan

kerjasama dan koordinasi untuk mencegah terjadinya perjanjian yang

dibuat dihadapan Notaris yang bertujuan untuk menyeludupkan hukum

positif di Indonesia.
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